L SALINAN J

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

bahwa agar pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 pada
masing-masing Perangkat Daerah dapat
terselenggara secara efektif dan efisien, serta hasilnya
dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik,
keuangan maupun manfaatnya bagl kelancaran
tugas pemerintahan umum dan pembangunan, periu

-~ menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019,

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1963 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat 1[I Surabaya dengan



mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4288);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara
Republik Indoneisa Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811};
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2007 Nomor 10/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2018 Nomor 13);



Menetapkan

19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tersebut
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1} Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
digunakan  sebagai acuan yang harus
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
untuk pelaksanaan program kegiatan Tahun
Anggaran 2019,

(2) Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari;



BAB I

BAB 11

BAB III

BAB 1V

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII :

BAB IX

BAB X
BAB XI

BAB XII

. BAB XIII :

BAB XIV :

BAB XV

BAB XVI :

PENGELOLAAN
DAERAH
PERGESERAN ANGGARAN ATAU
REVISI DPA

KEUANGAN

PEDOMAN PELAKSANAAN
PERUBAHAN APBD
MENDAHULUI MEKANISME

PERUBAHAN APBD
PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL
PELAKSANAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH

AKUNTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
ADMINISTRASI PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
PENGADAAN  BARANG
JASA PEMERINTAH
PERJALANAN DINAS DAERAH

DAN

PENANGANAN BENCANA
STATUS KEADAAN  DARURAT
BENCANA

PENGELOLAAN DANA
BERGULIR (REVOLVING)
STANDAR HONORARIUM/
UPAH /TARIF

PENGELOLAAN SISTEM
APLIKAS] KEUANGAN  DAN
AKUNTANSI

LAPORAN PENGELOLA
KEUANGAN MELALUI SISTEM
INFORMAS]I KEUANGAN
DAERAH

PENUTUP



Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001




BAB XVI
PENUTUP

Tindak lanjut teknis secara rinci dalam Peraturan Bupati ini akan diatur Jebih lanjut
melalui surat edaran PPKD.,

Demikian Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, disampaikan dengan
harapan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

BUPATI LAMONGAN,
ted.
FADELI
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